BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :a. bahwa ketentuan mengenai CPNS dan PPPK yang tidak
dibayarkan TPP nya karena belum bisa mendaftar dan
mengisi kehadiran dan pelaksanaan tugas melalui aplikasi
Smart Presensi dan E-Kinerja akibat terkendala
kemampuan infrastrukturnya, belum ada diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banto Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Unc_lang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Scanned by TapScanner



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

] Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
i TR Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

;‘% : Bt 9. Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian
BReR i Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

TR R 4l : Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor
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| 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
, Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi
| Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Neger Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Benita Negara
Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 53);

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

e Pasal 1

b Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2022
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 6 ditambah 3 ayat menjadi :

B et (6) Apabila CPNS dan PPPK belum bisa mendaftar dan mengisi

R kehadiran pada aplikasi Smart Presensi, maka untuk mengisi

~ kehadiran dapat menggunakan form manual ;

(7)) Form manual tersebut dapat dijadikan persyaratan pembayaran TPP
; ‘-. sy untu,k komponen disiplin kerja dengan menyertakan rekapitulasi

_.'-'.t R (e an pegawai setiap bulan, dengan disertai persetujuan kepala
PG ‘1:.‘:. ~ unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD;
e g&p Fom ﬂm’mal ditethpkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.
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(10) Form manual tersebut dapat dijadikan persyaratan pembayaran TPP
untuk komponen produktifitas kerja dengan menyertakan
rekapitulasi kinerja pegawai setiap bulan, dengan disertai
persetujuan Kepala SKPD;

(11) Form manual ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 A s 2022

LA,

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

A

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 97
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